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SURAT TUGAS 

Nomor : 595/DJMT.1/ST.KP7.1/VII/2026 

 

 

 

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada 

DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia TA 2026. 

 

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Juli 2026 

 

 

Menimbang : Dalam rangka penguatan implementasi Pengarusutamaan 

Gender (PUG) dalam proses perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional serta mendukung pencapaian target 

RPJMN 2025-2029. 

Dasar : Surat Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor: B-151/D.KG.4.01.05/07/2026 tanggal 13 

Juli 2026 perihal Undangan Bimbingan Teknis PPRG bagi K/L 

Pengampu 5 Sektor Prioritas dalam rangka Penandaan "ARG" 

pada Renja K/L 2027 dan RKA-K/L 2027 (Batch 2- Tahap 2). 

 

Memberi Tugas 

 

Kepada :  Muhammad Hasan Nasution, S.E./ 199408242025061008, 

Penata Muda (III/a), Analis Pengelolaan Keuangan APBN 

Ahli Pertama. 

Untuk : Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis PPRG bagi K/L 

Pengampu 5 Sektor Prioritas dalam rangka Penandaan "ARG" 

pada Renja K/L 2027 dan RKA-K/L 2027 (Batch 2- Tahap 2) 

bertempat di Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta Jl. Hayam 

Wuruk no.6,Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 16 

sd. 17 Juli 2026; 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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